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ABSTRAK : - Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara 

tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana, pengamanan barang daerah perlu 

dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional sesuai 

dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 bahwa pengelolaan 

barang daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah. Sehingga perlu ditetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

- UU No.72 Tahun 1957; UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.17 

Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 

2004; PP No.46 Tahun 1971; PP No.40 Tahun 1994; PP No.40 Tahun 1996; PP 

No.106 Tahun 2000; PP No.2 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 

2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; Kepres RI No.80 Tahun 2003 

sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No.85 Tahun 

2006; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permedagri No.7 Tahun 2006; Permendagri 

No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2006; Kepmenkeu No.323 Tahun 

2000; Kepmendagri No.42 Tahun 2001; Kepmendagri No.49 Tahun 2001; 

Kepmendagri No.7 Tahun 2002; Kepmendagri No.12 Tahun 2003; Perda Kab.Kutai 

Kartanegara No.27 Tahun 2002; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.39 Tahun 2000; 

Perda Kab.Kutai Kartanegara No.3 Tahun 2002.. 

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah 

dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 

Diatur tentang ketentuan umum, pengelolaan barang milik daerah, pejabat 

pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 

pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, 

pemanfaatan, pengaman dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 

pemindahtanganan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, 

tuntutan ganti rugi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, 

ketentuan penutup.. 

CATATAN : - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2008. 
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